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Dinamika di Bidang Kesehatan Pasca 
Pilkada 



Pemimpin Daerah Baru = Harapan Baru

• Latar belakang kesehatan vs non-kesehatan: Kesempatan mengangkat 
isu-isu kesehatan prioritas pusat menjadi prioritas daerah
• Sebagai kepala daerah, perlu pintar untuk ‘mempromosikan’ sektor 

kesehatan
• Kepala daerah aktif mencari sumber anggaran lainnya

• Pengalaman di komisi kesehatan DPRD 🡪 peluang advokasi untuk 
program kesehatan lebih besar

• Petahana vs tokoh baru 🡪 melanjutkan program-program baik yang telah 
ada vs kesempatan untuk mewujudkan ‘legacy’ di bidang kesehatan



Apa saja tantangan dalam perencanaan 
strategis di Tingkat daerah?



Keterbatasan anggaran

Tantangan pemotongan anggaran lebih signifikan di provinsi / kab/ kota dengan PAD rendah

Perencanaan: sesuai harapan vs sesuai kemampuan daerah untuk eksekusi di lapangan



Case NTT

• 80% anggaran kesehatan di NTT 
untuk membayar premi BPJS (PBI 
APBD) 🡪 harapannya beban 
menyehatkan yang sakit 
berkurang 🡪 Tidak semua 
kejadian dapat di-klaimkan

• Perlu mengoptimalkan sumber 
dari penjamin kesehatan lain

• Keterbatasan anggaran 
diperberat dengan adanya: 
hutang daerah, pewujudan visi 
misi kepala daerah baru



Tantangan & peluang lain

• Penyelarasan dengan RIBK

• Sinkronisasi antar program dan antar OPD

• Perlu ketajaman indikator:
• Sering indikator disusun ‘latah’ mengikuti daerah lain. Contoh: angka stunting tampak 

turun, tetapi kalau disurvey langsung tetap tinggi 🡪 data dimanipulasi 🡪 karena 
indikatornya sebatas ‘angka stunting’, seharusnya bisa juga mempertimbangkan 
indikator “anak dengan masalah gizi yang mendapatkan intervensi

• Mendapatkan dana dari sumber lain 🡪 donor / hibah luar negeri (Kab. 
Purbalingga), sektor swasta (Prov NTT utk membuat Theurapetic Feeding Center)

• Negosiasi dengan BPJS Kesehatan setempat (NTT) untuk dapat klaim 
telekonsultasi 



Tantangan & peluang lain

• Penyelarasan dengan periode pemilihan kepala daerah yang 
berbeda-beda

• Perlu-kah ada RIBK di daerah? Dan siapa yang harus mengerjakan?

• Bagaimana sinkronisasi Renstra Dinkes dan Rumah Sakit?



Renstra, sekedar novel atau pedoman perencanaan?

• Seringkali perencanaan di Renstra ini sekedar mengisi saja sesuai dengan menu 
yang ada, tanpa ada tujuan khusus apa yang hendak dicapai

• Atau sebaliknya, Renstra berisi target-target yang ingin dicapai, tetapi target tidak 
realistis sehingga perencanaan tidak dilaksanakan



Lain-lain dalam penyusunan Renstra

• Apakah Dinas Kesehatan dapat Mempengaruhi isi RPJMD?

• Bagaimana identifikasi peluang pengembangan dalam penyusunan Renstra?
• Metode analisis SWOT umum dilaksanakan, tetapi yang menjadi kunci adalah 

bagaimana memunculkan hal-hal yang belum dimunculkan sebelumnya 🡪 apa peluang 
yang ada yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan di wilayah kita

• Posisikan Dinas Kesehatan sebagai ‘yang terdepan’ dalam mencermati regulasi, 
sehingga lebih paham mengenai perubahan apa yang terjadi serta peluang / tantangan 
apa yang dibawa oleh regulasi baru tersebut



RPJMN - RPJMD – RIBK – Renstra Dinkes – Renstra RS

1. Indikator:

1. Keaktifan kepesertaan JKN minimal 80% di RPJMN, apakah RPJMD perlu mengikuti indikator 
tersebut? 🡪 menurut logika, mengikuti

2. Indikator kesehatan sebatas UHH, bagaimana dengan indikator yang lebih ke arah ‘output’ dan 
‘proses’? Misalnya kebijakan KJSU dengan indikator status kesehatan, bagaimana menilai 
pelaksanaan kebijakan itu sendiri?

2. RIBK: semua yang diatur di sektor kesehatan di RPJMN masuk ke RIBK, tetapi belum 
semua yg di RIBK sudah ada di RPJMN



Bagaimana peran / posisi RIBK dalam 
perencanaan strategis daerah?















Indikator di Tingkat Pusat



Dapat 
dicantumkan 
di RPJMD atau 
Renstra, 
diserahkan 
pada daerah



Bagaimana implikasinya?

1. Sosialisasi RIBK agak terlambat, daerah telanjur Menyusun RPJMD 🡪 bagaimana dengan 21 
indikator turunan yang ditetapkan di RIBK? Apakah sudah masuk RPJDM? Bila belum, 
apakah semua harus masuk ke Renstra?

2. Bagaimana bila beberapa indikator tidak bisa dihitung di Tingkat kabupaten, misalnya 
angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup padahal di kabupaten/kota tidak sampai 
angka tersebut 🡪 angka ada di Tingkat provinsi dan akan dibuatkan proxy di kab/kota 
berupa jumlah kematian ibu


